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ABSTRAK 

Pengembalian barang bukti merupakan proses pengembalian barang bukti 
atau benda sitaan yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh aparat penegak 
hukum. Pengembalian barang bukti merupakan tugas dan wewenang dari 
Kejaksaan. Pengembalian barang bukti telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Skripsi ini mencoba menjawab pertanyaan 
yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana proses pengembalian 
barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dengan kekerasan berdasarkan 
prespektif hukum pidana? Dan bagaimana proses pengembalian barang bukti dalam 
tindak pidana pemerasan dengan kekerasan berdasarkan prespektif hukum pidana 
islam? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban pada suatu 
permasalahan hukum mengenai ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan 
aturan hukum yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh 
hasil penelitian didapatkan dari wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analistis. 

Hasil dari ini penelitian ini terdapat dua kesimpulan, yaitu: Pertama, 
terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengembalian barang bukti dengan aturan 
hukum yang berlaku terjadi di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Alasan 
yang menjadikan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengembalian barang bukti 
dengan aturan hukum yang berlaku adalah terjadi penyelewengan kekuasaan yang 
dilakukan oleh seorang oknum jaksa dengan mengambil barang bukti dari. Selain 
itu, pada KUHAP dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2024 tidak dijelaskan secara detail mengenai tahapan dalam pengembalian barang 
bukti. Kedua, terdapat satu alat bukti yang memiliki kaitannya dengan barang bukti 
yaitu qārināh (petunjuk). Pada hukum pidana islam pengembalian barang bukti 
disesuaikan dengan hukum positif dari negara yang mengimplementasikan hukum 
pidana islam. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas penulis menyarankan: perlu adanya 
pembaharuan aturan tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaaan Republik 
Indonesia, khususnya dalam hal pengembalian barang bukti, agar Kejaksaan satu 
dengan yang lainnya tidak berbeda-beda mengenai standar dalam proses 
pengembalian barang bukti serta pihak Pengadilan Negeri perlu untuk melakuakn 
pemberitahuan kepada Kejaksaan tidak hanya jaksa penuntut umum. Lalu, juga 
perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai barang bukti dan proses 
pengembaliannya dalam hukum pidana islam. 
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